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ABSTRAK  

Sistem perpajakan di Indonesia kembali mengalami transformasi besar melalui penerapan 

Core Tax Administration System (CTAS) yang mulai diimplementasikan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2024 untuk menggantikan sistem Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) online secara bertahap Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi, transparansi, serta integrasi data wajib pajak secara nasional.  Penelitian 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi coretax,  pengetahuan 

perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan PPN di KPP Madya 

Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi adalah Wajib 

Pajak Badan yang terdaftar dan memiliki kewajiban pelaporan PPN di KPP Madya Bandar 

Lampung tercatat sebanyak 2.845 wajib pajak dengan sampel 150 orang. Data dianalisis 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemanfaatan sistem Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak di KPP Madya Bandar Lampung. Sebaliknya, 

pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

pelaporan PPN 

Kata Kunci: Teknologi Coretax,  Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan 

Pelaporan PPN. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mendukung pembiayaan 

pembangunan dan layanan publik di Indonesia. Di antara jenis pajak, Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun, rasio pajak 

Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah bila dibandingkan dengan 

rata-rata negara ASEAN, OECD, dan G20, mencerminkan tantangan dalam optimalisasi 

penerimaan pajak termasuk kepatuhan wajib pajak.  Pemerintah terus melakukan reformasi 

sistem perpajakan agar lebih adil, efisien, dan transparan, termasuk upaya memperluas 

basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Salah satu payung hukum utama saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 

HPP), yang bertujuan mengharmonisasikan aturan pajak, memperbaiki administrasi, 

memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).  
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Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan penting yaitu, Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP) undang-undang ini mengatur tata cara, hak, dan kewajiban 

wajib pajak. Pajak Penghasilan (PPh), merevisi tarif PPh orang pribadi dan badan, serta 

menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) bagi orang Pribadi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengubah tarif PPN, 

termasuk pengenalan PPN final untuk barang dan jasa tertentu, Program Pengungkapan 

Sukarela (PPS) Memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan aset 

yang belum dilaporkan (Riyanti & Riana, 2024). 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) ini mencangkup, hak dan kewajiban wajib pajak, Ketentuan terkait 

surat pemberitahuan (SPT), surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak, sanksi 

administrasi dan pidana perpajakan, serta peraturan lain yang bersifat pelengkap, seperti 

peraturan pemerintah. Upaya untuk menyempurnakan sistem perpajakan agar lebih 

transparan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui UU HPP, pemerintah 

melakukan harmonisasi terhadap UU KUP, PPh, dan PPN untuk menciptakan sistem 

perpajakan yang lebih adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan global (Direktorat 

Jendral Pajak, 2021). 

 

Menyadari urgensi peningkatan penerimaan dan efisiensi administrasi, Pemerintah 

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkelanjutan melakukan 

reformasi perpajakan. Salah satu pilar utama reformasi ini adalah modernisasi sistem 

administrasi perpajakan. Langkah monumental terbaru dalam upaya modernisasi ini adalah 

implementasi Core Tax Administration System (Coretax atau CTAS), sebuah sistem 

administrasi perpajakan terpadu berbasis teknologi yang dijadwalkan untuk implementasi 

penuh mulai 1 Januari 2025 (Shelvi et,al 2025). 

 

Coretax dirancang sebagai sistem yang terintegrasi, berbasis Commercial Off-the-Shelf 

(COTS), untuk menggantikan Sistem Informasi DJP (SIDJP) sebelumnya yang dinilai 

sudah usang dan kurang terintegrasi. Sistem baru ini bertujuan menyederhanakan dan 

mengotomatisasi berbagai proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, 

pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan 

penagihan, dalam satu platform digital terpusat (Gandhi Pawitan et,al 2025). 

 

Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2022), sistem coretax merupakan bagian 

dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital 

Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis 

inti perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan, guna 

meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) (2023), coretax system adalah sistem inti administrasi perpajakan yang 

dibangun untuk menggantikan sistem lama Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak 

(SIDJP), dengan tujuan mengintegrasikan data dan proses bisnis perpajakan ke dalam satu 

platform digital.  
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Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

Salah satu inovasi tersebut adalah implementasi sistem Coretax Administration System 

(CTAS) atau yang dikenal sebagai coretax system, yaitu sistem inti administrasi perpajakan 

yang terintegrasi dan modern. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses 

administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pengawasan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem ini, proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan 

PPN diharapkan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan (Riyanto & Kusnadi, 2023). 

 

Sistem Coretax (termasuk CTAS) merupakan platform digital terintegrasi yang 

menyederhanakan proses pelaporan, pembayaran, dan pemantauan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Dengan fitur-fitur seperti e-Filing dan e-SPT, wajib pajak dapat melaporkan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara daring tanpa perlu datang ke kantor pajak, sehingga 

mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses (Direktorat Jendral Pajak 2024). 

 

Inovasi ini meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akurasi data, sehingga 

mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu dan akurat. Sebagai contoh, 

integrasi data nasional memungkinkan pemantauan secara real-time, sehingga mengurangi 

risiko keterlambatan pelaporan pajak. Pemanfaatan Sistem Coretax (aplikasi pajak online 

seperti e-Filing dan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak, 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepuasan dan kepatuhan 

wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak 

langsung yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara (Rudi Syaf Putra 

et.al 2025). 

 

Badan usaha, dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban untuk 

memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan 

usahanya. Tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh badan usaha 

sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan akurasi proses penerimaan negara.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

pengaruh pemanfaatan sistem coretax pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Madya Bandar Lampung. Prastika & Priono (2025). 

 

Peran pelayanan fiskus (petugas pajak) juga tidak kalah penting dalam mendorong 

kepatuhan. Pelayanan yang cepat, responsif, ramah, dan informatif dapat memberikan 

dorongan positif bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan 

baik Sebaliknya, pelayanan yang kurang memuaskan dapat menjadi hambatan dalam 

proses pelaporan pajak. Fenomena ini juga dirasakan oleh sebuah perusahaan yang telah 

menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib melakukan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) secara rutin. (Cindy Audria Surjadjaja ,2025). 
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Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan 

petugas, hotline responsif, dan dukungan digital. Hal ini penting untuk mengatasi 

tantangan seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana wajib pajak 

membutuhkan bantuan untuk memahami dan melaporkan dengan benar. 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengalami berbagai tantangan dalam 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mulai dari kendala teknis dalam penggunaan 

sistem coretax, keterbatasan pemahaman pegawai terkait perpajakan, hingga hambatan 

komunikasi dengan pihak fiskus. Hal ini berdampak pada ketepatan waktu dan akurasi 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi salah satu indikator kepatuhan. 

Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, ramah, dan informatif dapat meningkatkan 

kepuasan serta motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Andi Sri 

Kumala Putri P et, al 2022). 

 

Pada perkembangan terbaru, sistem perpajakan di Indonesia kembali mengalami 

transformasi besar melalui penerapan Core Tax Administration System (CTAS) yang mulai 

diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2024 untuk 

menggantikan sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP) online secara bertahap Perubahan ini 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta integrasi data wajib pajak 

secara nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan, termasuk Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap sistem baru ini 

karena perbedaan tampilan, fitur, dan prosedur pelaporan yang lebih kompleks 

dibandingkan sistem sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak DJP, 2024). 

 

Fenomena kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 

tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP) juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi wajib pajak badan. Di tengah 

peningkatan tarif ini, tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru 

belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (T. Georgina Anggrenyta Putri, 2023). 

 

Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut antara lain keterbatasan pemahaman 

pegawai bagian keuangan terhadap perubahan regulasi perpajakan, kendala teknis dalam 

penggunaan aplikasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) Imaupun sistem Core Tax 

Administration System (CTAS), serta masih terbatasnya kualitas pelayanan fiskus, terutama 

dalam memberikan bimbingan teknis dan solusi atas permasalahan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) secara digital. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi adalah Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar dan memiliki kewajiban pelaporan PPN di KPP Madya Bandar Lampung tercatat 

sebanyak 2.845 wajib pajak dengan sampel 150 orang. Data dianalisis menggunakan 

analisis regresi linear berganda. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.428 1.499  6.959 .000 

Pemanfaatan_

sistemcortex 
.045 .084 .044 .529 .597 

Pengetahuan_

perpajakan 
.327 .070 .392 4.648 .000 

Pelayanan_fis

kus 
.215 .064 .255 3.352 .001 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_pelaporan 

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 27, 2026 

 

1. Nilai konstanta (α) sebesar 10,428 menunjukkan bahwa apabila variabel pemanfaatan 

sistem Coretax (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pelayanan fiskus (X3) dianggap 

konstan atau bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) pada wajib pajak adalah sebesar 10,428. 

2. Koefisien regresi variabel pemanfaatan sistem Coretax (X1) sebesar 0,045 dengan nilai 

signifikansi 0,597 (p-value > 0,05) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem Coretax 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Hal ini 

berarti peningkatan pemanfaatan sistem Coretax belum mampu secara signifikan 

meningkatkan kepatuhan pelaporan PPN pada wajib pajak. 

3. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,327 dengan nilai 

signifikansi 0,000 (p-value < 0,05) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Artinya, 

semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin 

tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan PPN. 

4. Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X3) sebesar 0,215 dengan nilai signifikansi 

0,001 (p-value < 0,05) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka tingkat kepatuhan pelaporan PPN 

pada wajib pajak akan semakin meningkat. 

 

Tabel 2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
Pengaruh thitung ttabel(n-2;α0,05) Kondisi Kesimpulan 

X1 ke Y 0,529 1,656 
thitung >ttabel 

(0,028< 0,05) 

Ho diterima dan Ha  

ditolak 

X2 ke Y 4,648 1,656 
thitung>ttabel 

(0,000< 0,05) 

Ho ditolak dan Ha 

diterima 

X3 ke Y 3,352 1,656 
thitung>ttabel 

(0,001< 0,05) 

Ho ditolak dan Ha 

diterima 

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 27, 2026 
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1. Uji Hipotesis Pemanfaatan sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak 

Berdasarkan hasil uji t, variabel pemanfaatan sistem Coretax (X1) memiliki nilai thitung 

sebesar 0,529 yang lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,656 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,597 (p-value > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang berarti pemanfaatan sistem Coretax tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak. 

2. Uji Hipotesis Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai 

thitung sebesar 4,648 yang lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,656 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 (p-value < 0,05). Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak. 

3. Uji Hipotesis Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada wajib pajak 

Berdasarkan hasil uji t, variabel pelayanan fiskus (X3) memiliki nilai thitung sebesar 

3,352 yang lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,656 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,001 (p-value < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak. 
 

Tabel 3. Uji Hipotesis Secara Anova (Uji F) 
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 345.320 3 115.107 24.204 .000b 

Residual 694.340 146 4.756   

Total 1039.660 149    

a. Dependent Variable: Kepatuhan_pelaporan 

b. Predictors: (Constant), Pelayanan_fiskus, Pemanfaatan_sistem_cortex, 

Pengetahuan_perpajakan 

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 27, 2026 
 

Hasil uji hipotesis secara simultan menggunakan uji ANOVA (uji F) menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung sebesar 24,204 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,6049 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 (p-value  < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima, yang berarti secara simultan variabel pemanfaatan sistem Coretax, 

pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak. Dengan demikian, model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan mampu menjelaskan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 
 

Tabel 4. Uji Koefesien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .576a .332 .318 2.18077 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan_fiskus, Pemanfaatan_sistem_cortex, 

Pengetahuan_perpajakan 

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 27, 2026 
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Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,332 dan Adjusted R 

Square sebesar 0,318. Hal ini berarti bahwa variabel pemanfaatan sistem Coretax, 

pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus secara bersama-sama mampu menjelaskan 

sebesar 31,8% variasi kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib 

pajak, sedangkan sisanya sebesar 68,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 

penelitian ini. Nilai R sebesar 0,576 menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat 

antara variabel independen dengan variabel dependen, sementara nilai standar error of the 

estimate sebesar 2,18077 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif kecil. 

 

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) Pada Wajib Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem Coretax (X1) memiliki 

nilai thitung sebesar 0,529 yang lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,656 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,597 (p-value > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak, yang berarti pemanfaatan sistem Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa meskipun sistem Coretax telah diterapkan sebagai sarana 

pelaporan pajak secara elektronik, keberadaannya belum sepenuhnya mampu mendorong 

peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Kondisi 

tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor lain, seperti tingkat pemahaman wajib pajak 

terhadap penggunaan sistem, kebiasaan pelaporan yang telah terbentuk sebelumnya, serta 

kendala teknis yang masih dihadapi dalam pengoperasian sistem Coretax. Pemanfaatan 

sistem Coretax perlu didukung oleh upaya peningkatan literasi perpajakan dan 

pendampingan teknis yang lebih intensif agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap 

peningkatan kepatuhan pelaporan PPN.  

Dalam Technology Acceptance Model (TAM), pemanfaatan sistem Coretax terhadap 

Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena sistem Coretax merupakan 

inovasi dalam administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi data perpajakan. Pemanfaatan sistem ini 

diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran, 

dan pemantauan kewajiban perpajakannya secara online. Semakin optimal pemanfaatan 

Coretax oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

 

Konteks pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemanfaatan Coretax memiliki 

implikasi langsung terhadap kemudahan, kecepatan, dan keakuratan proses pelaporan. 

Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti integrasi data transaksi, validasi otomatis, e-

filing, pengawasan elektronik, hingga pelacakan kewajiban secara mandiri oleh wajib 

pajak. Melalui digitalisasi tersebut, hambatan administratif yang sebelumnya sering 

menjadi kendala seperti kesalahan input manual, duplikasi data, atau keterlambatan 

pelaporan dapat diminimalkan secara signifikan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pemanfaatan sistem Coretax tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 

wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandar Lampung. Temuan ini 

berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan penggunaan sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak.  
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Misalnya, Sari (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem Coretax mendorong wajib 

pajak untuk melaporkan PPN tepat waktu karena sistem yang mudah dan terintegrasi, 

sedangkan AR Afandi (2025) dan RA Lestari (2025) menekankan bahwa implementasi 

Coretax, khususnya e-Faktur dan modernisasi sistem, meningkatkan efisiensi, akurasi data, 

dan pengawasan sehingga mendukung kepatuhan pelaporan. Khotmi (2025) juga 

menambahkan bahwa literasi digital dapat memperkuat pengaruh Coretax terhadap 

kepatuhan. Perbedaan temuan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor kesiapan 

infrastruktur, tingkat pemahaman wajib pajak, atau minimnya pendampingan dan 

sosialisasi terkait penggunaan Coretax di KPP Madya Bandar Lampung. Meskipun 

Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan, keberhasilan sistem ini 

bergantung pada dukungan pengetahuan, pelatihan, dan kesiapan teknis dari wajib pajak 

serta petugas pajak itu sendiri. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kepatuhan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dan 

pemanfaatan sistem Coretax semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat 

pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta pemahaman dan kesiapan wajib 

pajak dalam menggunakan sistem perpajakan elektronik. Penerapan teknologi perpajakan 

perlu diimbangi dengan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kualitas pelayanan agar 

tujuan peningkatan kepatuhan pelaporan PPN dapat tercapai secara optimal. 

 

Pengaruh Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai thitung 

sebesar 4,648 yang lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,656 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 (p-value < 0,05). Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan kewajiban 

perpajakan, khususnya terkait PPN, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka 

dalam menyampaikan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. 

Pengetahuan perpajakan yang memadai membantu wajib pajak memahami pentingnya 

pelaporan pajak serta konsekuensi yang timbul apabila tidak memenuhi kewajiban 

tersebut, sehingga mendorong perilaku patuh dalam pelaporan PPN.  

 

Dalam Taxpayer Compliance Theory, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu karena, pengetahuan perpajakan yang 

dimiliki oleh wajib pajak berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib 

pajak yang memahami ketentuan, prosedur, dan manfaat perpajakan akan lebih mampu 

melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar dan 

tepat waktu. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai ketentuan hukum, 

mekanisme penghitungan, tata cara pelaporan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta 

manfaat kepatuhan terhadap sistem perpajakan nasional. Dengan pemahaman yang 

memadai, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih tepat, 

akurat, dan konsisten.  
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Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang baik atas ketentuan-ketentuan 

tersebut akan lebih mampu menghindari kesalahan dalam pencatatan, penghitungan, dan 

pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemahaman 

yang kuat juga meminimalkan potensi terjadinya sengketa pajak akibat kesalahan 

administratif atau ketidaktahuan terhadap regulasi. 

 

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan peran penting 

pengetahuan perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian Putra (2022) 

menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan memiliki 

kesadaran lebih tinggi untuk melaporkan PPN dengan benar. Z. P. Melando (2022) juga 

menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak, meskipun faktor lain seperti penerapan e-filing dan sanksi turut berkontribusi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, 

prosedur, dan mekanisme perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam 

melaporkan PPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga literasi perpajakan 

menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pengetahuan perpajakan menjadi 

faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

pada wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, 

dan mekanisme pelaporan PPN, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakan 

kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya 

peningkatan literasi perpajakan, melalui sosialisasi, pelatihan, dan panduan penggunaan 

sistem perpajakan elektronik, sangat penting untuk mendorong kepatuhan yang lebih 

optimal.  

 

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada wajib pajak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus (X3) memiliki nilai thitung 

sebesar 3,352 yang lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,656 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,001 (p-value < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, termasuk kecepatan, 

responsivitas, serta sikap ramah dan profesional, memiliki peran penting dalam mendorong 

wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pelaporan PPN dengan tepat waktu dan sesuai 

ketentuan. Pelayanan fiskus yang baik tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi 

juga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan 

secara keseluruhan.  

 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pelayanan fiskus yang baik, cepat, ramah, dan 

informatif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Hubungan 

yang harmonis antara fiskus dan wajib pajak mendorong timbulnya motivasi untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, semakin baik 

pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
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Pelayanan fiskus merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi perpajakan 

yang berfungsi untuk memberikan bantuan, informasi, serta pendampingan kepada wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

Pelayanan fiskus mencerminkan kualitas interaksi petugas pajak dengan wajib pajak, 

meliputi kejelasan informasi, kecepatan respons, kompetensi, dan profesionalisme. Pada 

pelaporan PPN yang bersifat teknis, pelayanan fiskus berperan penting dalam membantu 

pemahaman mekanisme administrasi perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik 

membentuk persepsi positif dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga 

mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 

 

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kualitas 

pelayanan dalam mendorong kepatuhan pajak. Misalnya, Andini (2023) menemukan 

bahwa pelayanan fiskus yang cepat, ramah, dan responsif meningkatkan kepercayaan wajib 

pajak terhadap otoritas pajak, sehingga mereka lebih patuh dalam melaporkan PPN. Zainal 

et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan 

yang profesional dan responsif tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga 

membangun kepercayaan dan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya 

dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kualitas pelayanan fiskus menjadi 

faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

pada wajib pajak. Pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional dapat mempermudah 

wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban pelaporan, sekaligus 

meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan. Peningkatan kualitas 

pelayanan fiskus perlu terus dilakukan agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara 

lebih optimal.  

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Pemanfaatan sistem Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 

Bandar Lampung. 

2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 

Bandar Lampung. 

3. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 

Bandar Lampung. 

 

Saran 

1. Pada variabel pemanfaatan sistem Coretax terlihat bahwa nilai paling kecil terdapat 

pada pernyataan nomor 3, yaitu “Coretax membantu mengurangi kesalahan dalam 

pelaporan PPN” dengan nilai 602 (80,3%). Oleh karena itu, disarankan agar pihak 

Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan 

teknis kepada wajib pajak terkait penggunaan fitur Coretax secara optimal, khususnya  
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dalam proses pengisian dan pelaporan PPN, sehingga sistem tersebut benar-benar dapat 

meminimalkan kesalahan pelaporan dan meningkatkan tingkat kepercayaan serta 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Pada variabel pengetahuan perpajakan terlihat bahwa nilai paling kecil terdapat pada 

pernyataan nomor 4, yaitu “Apakah wajib pajak memahami cara menggunakan sistem 

perpajakan elektronik (Coretax)” dengan nilai 618 (82,4%). Oleh karena itu, 

disarankan agar pihak Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan program edukasi dan 

bimbingan teknis secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan langsung, media digital, 

maupun panduan penggunaan yang mudah dipahami, sehingga pemahaman wajib pajak 

terhadap penggunaan sistem perpajakan elektronik dapat meningkat dan mendukung 

kepatuhan pelaporan pajak. 

3. Pada variabel pelayanan fiskus terlihat bahwa nilai paling kecil terdapat pada 

pernyataan nomor 1, yaitu “Petugas pajak (fiskus) memberikan pelayanan dengan 

cepat dan responsif” dengan nilai 639 (85,2%). Oleh karena itu, disarankan agar pihak 

otoritas perpajakan meningkatkan kecepatan dan responsivitas pelayanan melalui 

peningkatan jumlah dan kompetensi petugas, pemanfaatan layanan digital yang lebih 

optimal, serta perbaikan sistem antrean dan mekanisme pelayanan, sehingga wajib 

pajak dapat memperoleh pelayanan yang lebih efisien dan memuaskan. 

4. Pada variabel kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada wajib pajak 

terlihat bahwa nilai paling kecil terdapat pada pernyataan nomor 3, yaitu “Wajib pajak 

tidak pernah terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPN” dengan nilai 669 

(71,2%). Oleh karena itu, disarankan agar pihak otoritas perpajakan meningkatkan 

pengawasan dan pengingat pelaporan melalui notifikasi otomatis, sosialisasi mengenai 

batas waktu pelaporan, serta pemberian edukasi dan pendampingan kepada wajib 

pajak, sehingga keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dapat diminimalkan dan 

tingkat kepatuhan wajib pajak dapat lebih ditingkatkan. 
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